Kembalinya Tenaga Kerja ke Desa

Salah satu anjuran Pemerintah Indonesia untuk mengurangi
resiko penyebaran Covid-19 yaitu bekerja dari rumah (remote work)
sebagai bentuk dari phisical distancing. Anjuran ini tentu saja tidak logis
bagi semua jenis tenaga kerja. Di Indonesia, 60-70 persen merupakan
tenaga kerja sektor informal dimana umumnya pekerjaan mereka
membutuhkan kehadiran fisik. Hal ini berbeda dengan Amerika dan Uni
Eropa dimana tenaga kerja sektor informalnya hanya 20an persen.
“Saya tetap ke alas mas, mau gimana lagi pisang saya harus dipupuk”
ungkap teman saya melalui telpon dari Tulungagung selatan. Petani
hutan adalah bagian dari tenaga kerja sektor informal yang perlu untuk
datang ke lahan, menyentuh merawat tanaman mereka baik kayu,
buah, maupun pangan. Rainforest Alliance mengabarkan bahwa
petani hutan mitra mereka dari Amerika Latin, Afrika, dan Asia termasuk
Indonesia tetap mengerjakan lahan hutan dengan berbagai
komoditasnya. Mereka terdampak atas pandemi yang menyerang
seluruh penjuru dunia, dan menurut mereka akan lebih terdampak lagi
kalau mereka berdiam diri di rumah dan membiarkan tanamannya mati.

Sejarah panjang pengelolaan hutan di Indonesia sangat
memerlukan tenaga kerja sebagai bagian dari produksinya. Di Jawa,
baik itu tenaga kerja paksa, tenaga kerja tanpa upah, tenaga kerja upah
harian maupun borongan digunakan oleh Boschwezen kemudian
Perhutani untuk dua pekerjaan utama yaitu penanaman dan
pemanenan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Sistem tenaga kerja
yang berlangsung terbukti tidak menurunkan kemiskinan masyarakat
hutan. Membaca buku Rich Forest Poor People karya Peluso tahun
1992 memperlihatkan program Perhutanan Sosial (PS) tahap pertama
di Jawa tidak mensejahterakan petani hutan. Data dan argumentasi tim
World Bank tentang penurunan kemiskinan masyarakat dengan
datangnya konsesi perkebunan besar tidak kunjung terbukti dan
sebaliknya malah menciptkan konflik agraria (Li 2011). PS Perhutani
tahap kedua dengan ide baru berbagi kerja dan hasil tanaman
kehutanan dalam program PHBM juga tidak berhasil menurukan angka
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MEMBAYANGKAN PERHUTANAN SOSIAL SETELAH PANDEMI

Agus Budi Purwanto [Project Manager PPLH Mangkubumi]

Kita semua mafhum, saat ini kondisinya sulit. Masalahnya, mau berapa lama pandemi ini akan berakhir, dalam
hitungan bulan atau tahun? Mengukur dampaknya juga tidak bisa hanya pada periode krisis ini saja, tetapi
bagaimana setelahnya juga harus dihitung dengan matang. Seluruh sektor penghidupan terdampak—dengan
perbedaan skala—tak terkecuali sektor pertanian dan kehutanan. Dalam tulisan ini, saya akan berbagi bayangan
tentang bagaimana Perhutanan Sosial setelah pandemi Covid-19 dilihat dari tiga sumberdaya (resources) yaitu
tenaga kerja (labor), tanah hutan (land), dan tanaman yang tumbuh di hutan (species).

Kemiskinan masyarakat desa hutan (Suprapto & Purwanto 2014;
PSKP-UGM2015).

PS tahap ketiga berbentuk izin pemanfaatan dan pengakuan
kemitraan, didorong oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) sebagai bagian dari program pemerintahan Jokowi.
Tiga tahun berjalan masih memperlihatkan keengganan pemerintah
untuk mempercayakan hutan dikelola oleh rakyat. Ibarat ungakapan
orang Jawa, diculke sirahe diganduli buntute atau setengah hati. Petani
masih ditempatkan sebagai tenaga kerja untuk memulihkan hutan
serta memberikan pendapatan kepada negara pada lahan hutan yang
berkali-kali gagal tanam dan panen. Tiga tujuan yang digamblangkan
oleh KLHK dari PS tahap ini yaitu memulihkan kondisi hutan,
mengurangi kemiskinan, dan menyelesaikan konflik kehutanan. Meski
belum secara sistematis beberapa pihak memeriksa capaian
ketiganya, setidaknya untuk tujuan yang terakhir masih jauh panggang
dari api. Sengketa klaim lahan hutan antara masyarakat pengaju PS
dengan investor wisata maupun perusahaan perkebunan masih belum
tertangani oleh Pemerintah khususnya KLHK. Perhutani juga belum
memperlihatkan keseriusannya untuk melaksanakan PS tahap tiga ini.
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Kerumunan pemudik yang menuju Desa saat Covid-19 melanda
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Perjalanan PS dalam kebijakan maupun praksis perlu
memperhatikan perubahan-perubahan /andscape hutan maupun
sosialnya. Terutama sejak tahun 2010, hal selama ini tidak disadari
banyak pihak, migrasi tenaga kerja masyarakat desa hutan ke kota, ke
lain pulau, maupun ke luar negeri telah mentransformasikan
ketenagakerjaan di hutan, livelihood keluarga, bentuk pemanfaatan
tanah tanah hutan, hubungan antar masyarakat dan Perhutani, dan
seterusnya ke dalam bentuk yang berbeda (Peluso & Purwanto 2018).
Apa yang disebut 'remmitance forest'’ menunjukkan cara baru
bagaimana perubahan tata kuasa, tata guna, tata usaha lahan hutan
dipengaruhi oleh migrasi tenaga kerja baik ke dalam saat hutan mulai
dibentuk pertama kali jaman kolonial belanda, maupun ke luar saat
pengelolaan hutan Perhutani tidak mensiratkan sinar harapan
peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di kota-kota besar dan merebak
ke perkotaan kecil di Indonesia membuat masyarakat desa yang
migrasi kerja mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK maupun
dampak social distanting, dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSKB). Akibatnya, meskipun terdapat larangan untuk mudik,
banyak sekali masyarakat yang pulang ke desa karena di kota tidak
memiliki penghasilan, dan ada pula yang menghindari sirkulasi
pandemi di kota-kota tersebut. Salah satu desa di tempat saya kerja,
selama sebulan ini setidaknya ada 300an tenaga kerja dari kota yang
kembali ke desa. Mereka tenaga kerja pabrik, sopir ojek online,
pedagang, buruh bangunan, pembantu rumah tangga, dan lain-lain.
Pekerjaan mereka mensyaratkan kehadiran fisik, sehingga mereka
tidak bisa bekerja dari rumah. Saat ini mereka tidak memiliki
penghasilan karena berada di desa, mereka membutuhkan sumber
penghidupan di desa. Dalam hal ini, tenaga kerja tak bekerja di desa
mengalami peningkatan jumlahnya. Hal ini berdampak pada lahan
hutan yang ada di sekitar desanya. Dalam satu bulan ini mungkin belum
terlihat, tetapi bagaimana jika pandemi ini berlangsung berbulan-bulan
serta mereka kemudian enggak kembali ke kota karena merasa aman
dari pandemi dengan tinggal di desa?

Lahah hutan di Desa Tehggarejo yang kerjakan petani pengusﬁl IPHPS

Tanah Hutan sebagai Frontier

Kebutuhan akan lahan pertanian di desa semakin meningkat
akibat berpulangnya tenaga kerja dari luar daerah. Dampak lain,
remintansi yang biasanya dikirim oleh mereka dari kota ke desa
menjadi tidak ada lagi. Padahal, remintansi ini penting untuk
menghidupi keluarga sehari-hari, serta penting pula sebagai modal
untuk mengerjakan lahan baik di persawahan, tegalan, maupun di
lahan hutan. Sehingga kepulangan tenaga kerja ke desa ini perlu untuk
dipikirkan dampaknya terhadap tanah hutan sebagai frontier atau alam
yang dibayangkan dan terlanjur direncanakan sebagai sumberdaya
(resources).

Frontier dalam literasi ilmu sosial tidak hanya dimaknai sebagai
wilayah terdepan atau terluar dari sebuah terotitori politik maupun
ekonomi. la dimaknai sebagai sebagai sebuah wilayah yang
terbelakang atau pinggiran baik alam maupun manusianya, sehingga
diperlukan orang luar atau orang pusat untuk datang mengekspoitasi
alam dengan dalih memajukan masyarakatnya. Menurut Tsing (2003)
bentang alam salah satunya tanah hutan sebagai Frontiers merupakan
aktor yang hidup. la terbentuk oleh alam dan sosial sepanjang waktu,
keduanya saling bergeser dan saling mempengaruhi. Frontiers berlaku
pada wilayah yang sudah terpetakan ataupun belum, sudah terencana
tetapi dibayangkan belum direncanakan, legal maupun illegal. Secara
ringkas, tanah hutan sebagai frontiers merupakan subyek tersendiri

yang berubah sepanjang waktu, terpengaruhi oleh faktor alam maupun
sosial.

Perhutanan sosial dengan skema lzin Pemanfaatan Perhutanan
Sosial (IPHPS) bertujuan memberikan hak akses masyarakat terhadap
lahan hutan untuk penurunan kemiskinan. Sebelumnya pengelolaan
dan pemanfaatan hutan dilakukan oleh aktor tunggal dan terpusat yaitu
Perhutani dan acapkali bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan
skala besar pada bidang-bidang tertentu. Dalam prakteknya, batas-
batas teritori jelajah ruang izin acapkali tidak disegerakan untuk
ditentukan. Bagi kelompok tani yang telah mendapatkan SK IPHPS,
penataan batas lahan tidak difasilitasi oleh KLHK dan cenderung
dibiarkan menjadi terkatung-katung entah dengan dalih apa. Pada sisi
lain, baik lahan yang sedang diusulkan oleh masyarakat untuk IPHPS
maupun lahan yang telah mendapatkan izin IPHPS sering diklaim oleh
kesepakatan-kesepakatan lama antara Perhutani dengan pihak lain.
Dan sengketa klaim itu yang justru menjadi mandat dari PS ini untuk
menyelesaikannya. Namun kenyataanya, justru sengketa klaim itu
menjadi penghambat pewujudan PS. Di lapangan, lahan hutan benar-
benar menjadi frontiers, sebagai media untuk saling klaim antara
masyarakat penerima maupun pengaju IPHPS dengan pihak lain yang
umumnya kekuatan-kekuatan lama sebelumnya.

Contoh kasus sengketa klaim antara perusahaan perkebunan
negara PTPN X dengan masyarakat Desa Tenggarejo terhadap 500
hektar lahan hutan. Masyarakat menolak rencana penanaman tebu
oleh PTPN X pada lahan itu karena merupakan sumber penghidupan
bagi petani di desa itu serta pada lahan tersebut telah diajukan IPHPS.
Narasi yang diusung oleh perusahaan tersebut adalah: penanaman
tebu dengan dalih ketahanan pangan, telah mendapatkan persetujuan
dari KLHK sebelumnya, serta ingin meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Masyarakat desa termasuk pemerintah desa berpuluh-
puluh kali menolak hutan di desanya untuk ditanami tebu, serta
beberapa kali mengirimkan surat kepada pemerintah untuk
mengalihkan lokasi tebu tersebut serta segera menerbitkan SK IPHPS
untuk masyarakat petani hutan. Tetapi rupanya pemerintah tak
bergeming, membiarkan tanah hutan di Tenggerejo berada pada warna

| abu-abu. Jangan sampai, “on the nature, frontiers goes wild” ungkap
7 Tsing.

Pada kasus tersebut, pemerintah desa memahami betul
bagaimana warga desanya yang menggarap lahan 500 hektar tersebut
tidak memiliki lahan pertanian dan sangat menggantungkan
penghidupannya pada lahan itu yang saat ini ditanami jagung. Desa ini
dibentuk dan ditata agrarianya agak telat ketimbang desa-desa yang
lain. Sehingga tanah milik hanya ada pekarangan di kanan kiri jalan
desa. Dan sejak dulu masyarakat memanfaatkan lahan hutan seturut
keadaan politik dan kebijakan pengelolaan hutan dari jaman kolonial
hingga sekarang. Pada keterbatasan sumber penghidupan di desa,
banyak anak muda baik laki-laki maupun perempuan melakukan
migrasi ke luar daerah, sementara itu orang-orang dewasa dan tua
mengerjakan lahan hutan. Pandemi Covid-19 adalah sebuah
tantangan baru, ketika masyarakat datang kembali ke desa serta
membutuhkan pekerjaan dan tentu saja lahan sebagai sumber
penghidupan. Pada sisi lain, sengketa klaim atas lahan hutan masih
terus saja tidak diselesaikan oleh pemerintah.

Apayang Tumbuh di Hutan ?

Apa yang tumbuh di hutan tidak hanya bergantung pada
kebijakan pengurusan hutan dari pemerintah, tetapi juga interaksi
antara individu masyarakat, antar kelompok masyarakat, antara
individu dan kelompok masyarakat dengan hutan, dengan pemerintah
dan dengan pasar.

Ramai di sosial media, ketika semua orang dirumah, banyak
orang mencoba memproduksi bahan pangan sendiri dengan berbagai
media tanam. Ada orang menanam kangkung di atas media tanam
yang mengambang di air serta di bawahnya memelihara ikan. Ada pula
yang memanfaatkan sampah plastik yang digantung untuk menanam
sayuran-sayuran yang lain. Ini terjadi tidak hanya mereka jenuh di
rumah dan menggunakan aktivitas itu sebagai hiburan, tetapi karena
mereka ingin berhemat di tengah berkurangnya pendapatan rumah
tangga akibat krisis pandemi ini. Ada pula alasan kelangkaan atau
mahalnya bahan makanan, dan ada pula yang tidak percaya akan
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higenitas bahan makanan dari hasil beli. Membayangkan
memproduksi bahan makanan sendiri, kedaulatan pangan level rumah
tangga.

Fenomena itu juga menarik untuk diperbandingkan dengan
keadaan petani di Tulungagung yang dalam hutan yang digarapnya
menanam komoditas-komoditas pasar nasional maupun global yaitu
pisang dan jagung pakan ternak. Petani yang menanam jenis pisang
biasanya menjual kepada pengepul lokal serta oleh pengepul lokal
pisang dijual kepada pengusaha untuk kemudian dikirim ke Bali dan
Nusa Tenggara Timur. Dengan krisis Covid-19 ini, distribusi hasil panen
pisang menjadi terhambat karena berbagai pembatasan mobilitas
manusia dan barang antar kota dan antar pulau. Akibatnya harga
pisang menurun 50% dari biasanya. Demikian halnya dengan produksi
jagung untuk pakan ternak, harga turun akibat distribusi yang tidak
lancar.

Ada pula petani di desa yang memanfaatkan lahan hutan dengan
sistem agroforestry, dengan prinsip memanfaatkan setiap jengkal
lahan dengan tanaman campur. Yang dimaksud campur adalah
tanaman kayu untuk kebutuhan jangka panjang, tanaman buah untuk
kontinyuitas pendapatan tiap musim atau jangka menengah, dan
tanaman holtikultura dan pangan untuk kebutuhan jangka pendek.
Mereka juga membagi-bagi secara proporsional antara hasil pertanian
yang dijual serta hasil pertanian yang dipergunakan untuk kebutuhan
pangan sehari-hari. Pada kondisi ini, krisis Covid-19 tidak terlalu
berdampak karena kedaulatan pangan sudah ada ditangan.

Perubahan apa yang tumbuh di hutan jika dilihat sejak adanya
peristiwa penjarahan hutan tahun 2000an menggambarkan tidak
hanya perubahan kontrol atas hutan tetapi juga perubahan peran
antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan hutan.
Pengelolaan hutan yang dulunya identik dengan tenaga kerja laki-laki
dengan pekerjaan logging kini bergeser dengan peran perempuan
yang menginvestasikan modal dan tenaganya untuk menciptkan hutan
dengan sistem kebun campur. Lambat laun, maskulinitas dalam hutan
menjadi kabur. Kedaulatan pangan masih bisa disandang oleh para
petani hutan dan juga negeri ini, jika orientasi pengelolaan hutan tidak
lagi bicara tentang kayu dan getah yang tidak kenyang untuk dimakan.
Covid-19ini juga sebagai momentum untuk melihat kembali ketentuan-
ketentuan dalam Perhutanan sosial yang dirumuskan sendiri oleh
KLHK serta dibuat seragam untuk semua wilayah tentang pola tanam.
Karena betapapun ketentuan itu dibuat, jika kondisi lahan serta
masyarakatnya tidak compatible, maka lahan hutan akan menjadi abu-
abu kembali.
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Agroforestry IPHPS sengon dan pisang di lahann Desa Jengglungharjo
Tulungagung

Apayang Saya Bayangkan?

Saya saat ini masih merantau di Yogyakarta, dan saat ini sedang
ada di desa karena sebuah acara keluarga yang mengharuskan saya
pulang. Saya pulang ke desa rencananya untuk 2 hari saja, tetapi tiba-
tiba pandemi ini mengharuskan saya tidak bisa kembali ke Yogyakarta.
Di rumah saya menanam apa yang bisa saya tanam di pekarangan
depan, samping, dan belakang rumah. Terutama tanaman yang dapat
dimasak oleh istri saya untuk makan sehari-hari.

Dengan pandemi ini, saya membayangkan semua akan kembali
ke desa. Migrasi kerja permanen bukanlah fenomena lazim, mereka
migrasi kerja non-permanen. Mengumpulkan modal dan akan kembali
ke desa jika telah cukup modalnya. Saya membayangkan Desa akan
menjadi frontline dari sektor pangan dan lingkungan.

Saya bayangkan Perhutanan Sosial tidak lagi sentralistik
(Andriani 2017), penuh dengan prosedur birokratis dan dalih
ketidakadaan anggaran untuk verifikasi dan menerbitkan izin. Saya
juga membayangkan persyaratan-persyaratan baik admintratif
maupun kondisi tutupan lahan tidak lagi ditentukan sepihak oleh KLHK
yang cenderung membuat buntu pemenuhan target 12,7 juta ha areal
PS. Desa seyogyanya menjadi representasi negara untuk
mengkonsolidasikan dan melakukan pengaturan lahan di desanya baik
itu berstatus kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan. Dengan
UU 6/2014 tentang Desa, saya bayangkan urusan tenaga kerja di desa
dapat diurus dengan seturut pengaturan sumberdaya alam di desanya,
termasuk hutan. Apakah anda membayangkan hal yang sama?

LIVELIHOOD, SEBUAH UPAYA PENDEKATAN PPLH MANGKUBUMI
ATASI KEMISKINAN PADA KELOMPOK DAMPINGAN

Munif Rodaim [Program Deputl PPLH Mangkubuml]

PPLH Mangkubumi Tulungagung melihat persoalan kemiskinan yang terjadi pada petani hutan khususnya di
Tenggarejo, Jengglungharjo dan Besole adalah karena adanya keterbatasan akses lahan, juga karena kurangnya
penggalian potensi sumberdaya yang sebenarnya telah kelompok miliki. Karenanya kegiatan PPLH Mangkubumi

pada Januari sampai Mei 2020 titik tekannya adalah pada kegiatan pendukung livelihood masyarakat dampingan.

Kegiatan Livelihood ini merupakan strategi-strategi penghidupan
guna mencapai kesejahteraan pada 3 kelompok tani hutan: KTH
Wonodadi Lestari, KTH Sanggar Bersatu serta KTH Agro Makmur
Lestari. Kegiatan melalui kegiatan pelatihan, pembuatan Kebun Bibit
Masyarakat, serta bantuan bibit tanaman dan Handtractor. Livelihood
sendiri pada prinspinya merupakan pendekatan yang berupaya sebisa
mungkin mengoptimalkan kekuatan-kekuatan masyarakat
(aset/sumber daya/ modal) serta bagaimana mereka berusaha
mentransformasi kekuatan-kekuatan tersebut menjadi aktifitas yang
menghasilkan capaian-capaian penghidupan yang berkelanjutan.
Kelompok dampingan pada dasarnya bukan dipandang sebagai obyek
yang pasif, merekalah sebenarnya subyek perubahan bagi mereka
sendiri.

Bergerak bersama, maka PPLH Mangkubumi bersama DGM-
Indonesia mensupport kelompok dampingan dengan beberapa

Salah Satu Tanaman Pangan (Jagung) di Lokast IPHPS Desa Besole

kegiatan baik berupa pelatihan, bantuan benih dan peralatan pertanian
sebagai upaya pendukung Livelihood pada 3 kelompok dampingan
tersebut.
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Human Capital

Social Capital Natural Capital

Physical Capital Finance Capital

Bagan Pentagon Aset sebagai kerangka kerja penghidupan yg berkelanjutan

Kegiatan Pelatihan Persemaian Tanaman Kayu dan Buah,
sebuah upaya penguatan Human Capital kelompok dampingan

Kegiatan pelatihan ini dilakukan di 3 Kelompok dampingan
sebagai pembekalan komunitas dampingan mengenai tehnik
pembuatan persemaian serta melatih kelompok bagaimana cara
mereka menjalankan usaha persemaian. Kegiatan ini dilakukan
dengan beruntun di Tenggarejo, Jengglungharjo dan Besole pada
tanggal 22, 23 dan 24 Februari 2020. Dengan peserta sekitar 55 orang
peserta pada masing-masing KTH, pelatihan ini juga melibatkan
perangkat masing-masing desa sebagai peserta. PPLH Mangkubumi
dan Cabang Dinas Kehutanan Trenggalik sebagai narasumber dalam
kegiatan ini, dimana dalam pelatihan ini materi dibagi ke dalam 2 sesi,
yaitu sesiteori kelas dan sesi praktek lapangan.

Pada sesi teori persemaian ini peserta diberikan pengetahuan
mengenai tehnik persemaian, mengenal berbagai jenis tanaman dan
tehnik pengembangan budidaya persemaiannya, mulai dari: tehnik
okulasi, stek, sambung maupun cangkok. Sedangkan pada sesi
praktek lapangan, peserta diajak untuk membuat bedeng tabur serta
media persemaian serta cara memindahkan bibit dari bedeng tabur ke
media polibeg. Bapak Agus Munir, pemateri dari CDK Trenggalik
menyampaikan bahwa pihaknya akan siap membantu serta memonitor
pembuatan kebun bibit paska pelatihan ini.

Menurut Koordinator Program dari PPLH Mangkubumi Agus Budi
Purwanto, pelatihan ini adalah untuk memberikan bekal ketrampilan
kepada kelompok tentang cara melakukan persemaian, serta nantinya
persemaian itu akan asset kelompok. Dia berharap ibu-ibu juga ambil
peran di kegiatan persemaian nantinya. Harapannya kegiatan
persemaian ini nantinya dapat memenuhi kebutuhan bibit anggota,
sehingg kelompok tidak perlu beli bibit dari luar dan sudah dapat
terpenuhi dari kebun bibit kelompok sendiri.

Mambangun Financial Capital dan Social Capital melalui
pembuatan Kebun Bibit Masyarakat (KBM) di 3 Desa

Pembuatan Kebun Bibit Masyarakat (KBM) di 3 desa merupakan
tindak-lanjut dari kegiatan Pelatihan Persemaian Tanaman Kayu dan
Buah yang telah dilakukan. Dibantu pendamping dari PPLH
Mangkubumi, kegiatan ini diawali dengan pembentukan Pokja
Pembibitan pada masing-masing kelompok. Selanjutnya kelompok
menentukan lokasi persemaian, dengan pertimbangan diantaranya
adalah kemudahan akses lokasi, lahan yang terbuka dan cukup,
kemudahan akses air, serta pertimbangan lokasi yang dirasa cukup
strategis untuk lokasi KBM.

Lokasi KBM ditentukan berdasarkan pada kesepakatan anggota
kelompok, dimana KBM KTH Wonodadi Lestari pada lahan milik Arif
Darmawan, KBM Sanggar Bersatu pada lahan milik Pak Djauri,
sedangkan KBM Agro Makmur Lestari berada pada lahan milik Pak
Arifin. Luas serta kapasitas dari KBM ini cukup variatif, tetapi menurut
Koordinator Program PPLH Mangkubumi dapat diambil estimasi
kapasitas pada masing-masing KBM dengan kapasitas 100-200 bibit
per/meter persegi.

Dalam kegiatan pembuatan KBM ini, PPLH Mangkubumi
bersama DGM-Indonesia juga men-support beberapa peralatan dan
perlengkapan persemaian kepada kelompok, mulai dari pompa air,
tandon air, gembor, cangkul, sabit, angkong, polibeg, paranet serta

peralatan persemaian lainnya. Pengurus dan anggota KTH bahu-
membahu melakukan kerja bersama secara gotong royong. Mereka
juga terlihat bersemangat ketika melakukan kegiatan pengisian media
dalam polibeg. Tidak kurang dari 12 orang terlihat berbagi peran di
lokasi KBM. Terlihat juga misalnya di lokasi KBM Tenggarejo Kades
Tenggarejo Bpk. Mudijito yang terlihat ikut berbaur memberikan support
semangat kepada anggota KTH yang sedang mengisi media ke
polibeg.

E
=
=

Bantuan Handtractor untuk KTH Wonodadi Lestari

Bantuan Handtractor dan Pembuatan SOP

Dukungan Livelihood pada kelompok dampingan juga berupa
bantuan handtractor. Bantuan ini diberikan kepada KTH Wonodadi
Lestari Tenggarejo dan KTH Sanggar Bersatu Jengglungharjo.
Bantuan handtractor dengan spesifikasi Quick Silver G-1000 ini
diterima oleh KTH Wonodadi pada pada tanggal 3 Januari 2020 di
rumah ketua kelompok, Bapak Sugianto sedangkan KTH Sanggar
Bersatu Jengglungharjo menerima pada 18 Maret 2020 di rumah
Bapak Djauri. Penyerahan alat pertanian di 2 desa tersebut di saksikan
oleh pengurus dan perangkat desa.

Sebagai kelompok penerima hibah, kedua kelompok ini di
dampingi pendamping dari PPLH Mangkubumi membuat menegement
pengelolaan Handstractor ini dengan membuat SOP (Standart
Operational Prosedure) yang wajib dijalankan oleh kelompok.
Didampingi oleh pendamping PPLH Mangkubumi kelompok membuat
draf SOP, dengan menyusun aturan, menyusun menegemen
pengelola, serta menyusun rencana pemanfaatan dari alat ini yang
kemudian di sepakati serta ditandatangani oleh masing-masing kepala
desa. Maka selain selain usaha kelompok yang berupa persemaian
KBM, KTH juga memiliki usaha kelompok yaitu berupa penyewaan alat
hantraktor ini.

KTH Agro Makmur Lestari memperoleh bantuan bibit

Sebagai kelompok dampingan yang telah mendapatkan SK
IPHPS dari KLHK, KTH Agro Makmur Lestari mendapatkan support
bantuan bibit tanaman kayu dan buah, yakni 2.000 pohon apokat dan
8.000 pohon. Jumlah penerima manfaat dari bantuan 2.000 bibit
alpokat ini adalah 27 orang anggota kelompok yang lahannya berada
pada lokasi hutan lindung sekitar Pantai Coro, sedangkan 8.000 pohon
sengon ditanam oleh 80 orang anggota yang lokasi lahannya pada
lahan hutan produksi. Ditengah pandemi Covid-19, tentunya bantuan
ini bisa mambantu meringankan modal produksi pertanian mereka.

Penyerahan bantuan tanaman sengon dan alpokat untuk KTH

Agro Makmur Lestari ini dilakukan di rumah Bapak Arifin selaku pemilik
lokasi KBM sekaligus sebagai ketua Pokja Pembibitan. Ada sekitar 10
orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang terlibat aktif bergotong-
royong menurunkan bibit dari kendaraan, mengangkut dan menata
bibit-bibit ini. Nilai-nilai gotong-royong seperti sangat penting untuk
terus ditumbuhkan pada kelompok. Begitu juga dengan keterlibatan
ibu-ibu perempuan agar lebih produktif dan berdaya.

Bersambung ke Halaman 6
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DAMPAK COVID-19 PADA PETANI HUTAN TULUNGAGUNG

Nur Azizah dan Reyas Etika [Peneliti PPLH Mangkubumi]

Wabah Virus Corona (Covid-19) yang dideteksi pertama kali di Indonesia pada bulan Maret lalu menimbulkan
dampak luas bagi berbagai sektor beberapa Negara di dunia. Sektor perdagangan, pariwisata, transportasi,
pendidikan bahkan pertanian ikut terdampak dari adanya penyebaran virus ini. Ini dikarenakan adanya himbauan
untuk social distancing yang kemudian menjadi physical distancing guna mengurangi penyebaran virus tersebut. Hal
itu membuat kegiatan di berbagai sektor lesu, lumpuh, bahkan terpaksa harus dihentikan untuk mengurangi resiko
penularan. Secara spesifik kegiatan pertanian saat pandemi pada wilayah perhutanan sosial tetap berlangsung,
seperti menanam, memupuk juga memanen. Kelesuan sektor ini sangat terasa dalam hal distribusi hasil pertanian

Elemen Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari
yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat oleh
masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku
utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan
dinamika sosial budaya demi mewujudkan Hutan Desa, Hutan
Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat
dan Kemitraan Kehutanan. Program ini adalah legal dan membuat
masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat
ekonomi.

Perhutanan sosial menepis anggapan masyarakat mengenai
sulitnya memanfaatkan kawasan hutan di sekitar mereka. Hal ini
terbukti dengan adanya Petani Hutan dimana mereka merupakan
sekelompok orang yang berkomitmen mengelola lahan yang ada di
kawasan hutan adat atau hutan negara sebagai hutan produksi. Ini bisa
ditemukan di wilayah Tulungagung Selatan, dimana terdapat beberapa
kelompok Tani Hutan (penyebutan dari petani hutan) diantaranya di
wilayah Besole, Tenggarejo dan Jengglungharijo.

Amatan ini fokus pada wilayah Jengglungharjo sebagai salah
satu wilayah dampingan PPLH Mangkubumi, dimana lebih dari 450
orang berprofesi sebagai petani hutan. Djauri sebagai salah satu petani
hutan di Jengglungharjo sebagai ketua Ketua Kelompok Tani Hutan
(KTH) Sanggar Bersatu mengelola lahan Perhutanan Sosial bersama
dengan kelompoknya. Hingga hari ini total luas lahan yang dikelola
mencapai 800 hektar. Berdasarkan pada lahan yang ada, masyarakat
petani desa Jengglungharjo menghasilkan Jagung, Pisang, Palawija
(Kunyit, Jahe) juga Buah-buahan (Alpokat, Durian). Hasil pertanian
tersebut kemudian dijual kepada tengkulak untuk didistribusikan ke
pasar lokal dan pasar di luar daerah. Namun dalam keadaan pandemi
sepertiini, penjualan hasil pertanian menurun drastis.

Dampak Covid-19 terhadap Petani Hutan

Masyarakat petani hutan sebagai salah satu lapisan masyarakat
pada sektor pertanian turut merasakan dampak dari adanya Covid-19
ini, meskipun tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena dalam
hal ini kegiatan pertanian masih bisa dilakukan, seperti menanam,
memupuk dan juga memanen hasil pertanian dari lahan yang
digarapnya. Bulan Maret-Mei ini menjadi masa panen raya. Sehingga,
kegiatan bertani tidak berdampak secara langsung pada petani.
Dampak nyata dari adanya Covid-19 baru terasa saat penjualan hasil
pertanian menurun. Harga yang diterima Petani turun hingga 50%.
“Regone mudun banget mas, sampek 50 %” Kata Djauri, salah seorang
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hutan sebagaiimbas dari adanya berbagai kebijakan saat pandemi Covid-19.

Petani Hutan di kawasan Jengglungharjo, Tulungagung Selatan.

Selain Djauri, Sukilah salah satu petani di Desa Jengglungharjo
menegaskan bahwa hampir semua mengalami penurunan harga.
Menurutnya harga jual hasil pertanian yang turun, salah satunya
disebabkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada
beberapa kawasan yang menjadi zona merah kasus penyebaran
Covid-19.

Pisang, Jagung, Kunyit yang sebelumnya diambil tengkulak untuk
kemudian dikirimkan ke berbagai daerah diluar Tulungagung tersendat
distribusinya akibat adanya PSBB. Hasil-hasil pertanian tersebut
kemudian hanya di distribusikan di pasar-pasar lokal (yang ada di
Tulungagung). Alternatif lain, biasanya petani langsung berhadapan
dengan konsumen rumahan. Tentu, dengan permintaan yang tidak
terlalu banyak. Kondisi ini sebanding dengan teori Ekses Penawaran
(Excess Supply) dimana jumlah yang disediakan lebih tinggi daripada
jumlah yang diminta, hal ini memicu harga berada diatas harga
ekuilibrium. Oleh karena itu, ada tekanan ke bawah pada harga yang
menyebabkan harga di pasaran menjadi turun.

Penurunan harga hasil pertanian hutan tidak sebanding dengan
melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti, beras, dan gula.
Mengingat hasil pertanian hutan seperti Jagung dan Pisang bukanlah
termasuk kebutuhan pokok manusia, melainkan sebagai barang
pengganti (subtitusi). Maka, ketika terjadi kelebihan penawaran (over
supply) petani hutan harus menerima hasil penjualan yang nilainya
lebih rendah dari nilai produksi dan perawatan.

Upaya Mencegah Krisis Pangan

Pada masa pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir,
sudah sepatutnya negara hadir untuk memastikan tercukupinya
kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Bukan hanya tentang ketahanan
pangan melainkan kedaulatan pangan. Menyoal ketahanan pangan,
pertama kali didengungkan PBB pada tahun 1974, yaitu ketersediaan
bahan makanan pokok setiap saat untuk mempertahankan pasokan
pangan dunia. Lebih jauh, Patel dalam The Journal of Peasant Studies
yang berjudul Food Sovereignty(2009) menganalisis bahwa ketahanan
pangan secara bertahap bertujuan mengekspansi konsumsi bahan
makanan dan mengimbangi fluktuasi harga produksi. Definisi
ketahanan pangan dalam konteks ini sebenarnya, diperuntukkan bagi
tujuan ekonomi politis negara-negara yang mengalami kerawanan
pangan. Sementara, kedaulatan pangan tidak seperti itu.

Coleman dengan Sovereignty-nya pada tahun 2009 mengatakan
bahwa, saat ini definisi kedaulatan sering dipoles dengan berbagai
kepentingan investasi lainnya. Sehingga, terlihat sedikit lebih
merakyat. Padahal, konsep kedaulatan pangan sebenarnya sungguh
berpihak pada kemerdekaan dan jati diri bangsa. Pernyataan Coleman
tersebut sesuai dengan kondisi saat ini dimana definisi dan
pengertiannya dibuat menjadi tumpang tindih dengan ketahanan
pangan. Sebagian orang membedakan keduanya dalam konteks
kebutuhan. Sebenarnya, makna kedaulatan pangan tidak hanya
mengenai kebutuhan saja. Lebih jauh lagi, mencakup ketersediaan
stok dan kesinambungannya, ketidaktergantungan terhadap produksi
global, harga pasar, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat
menengah kebawah. Ketika berbicara soal kedaulatan pangan, secara
tidak langsung akan terhubung dengan kemiskinan, persoalan gizi dan
keamanan pangan. Dengan begitu, tidak heran jika kemudian Maxwell
dalam jurnalnya Saucy with the Gods: Nutrition and Food Security
Speak to Proverty (1990) menyebut kedaulatan pangan menjadi isu
dominan sama halnya dengan isu pengetasan kemiskinan.
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Kehadiran pemerintah khususnya Presiden, Menteri Agraria,
Menteri Lingkungan Hidup, Menteri BUMN dan instansi terkait lainnya
dalam hal ini adalah Fardhu 'Ain. Dewi Kartika dalam film documenter
yang berjudul “Negara, Wabah dan Krisis Pangan” karya Watchdoc
(2020) mengatakan bahwa sudah selayaknya pemerintah melihat
situasi agraria di lapangan. Pada kondisi pandemi seperti ini
seharusnya petani didorong untuk secara aman menanam,
menggarap, merawat memanen untuk mengatasi krisis pangan.
Menurut Dewi, Indonesia akan lebih berdaulat secara pangan apabila
hak-hak masyarakat atas tanahnya dijamin melalui Reforma Agraria.
Realitasnya, kurun waktu 3 bulan pasca ditetapkannya covid-19
sebagai pandemic di Indonesia, kini belum ada upaya serius dari
pemerintah untuk melakukan pendampingan terhadap petani
khususnya petani hutan. Situasi ini, kemudian mendorong mereka
beranggapan bahwa ketakutan tidak bisa makan dan bertahan hidup
lebih besar daripada ketakutan terhadap virus.

Ketakutan masyarakat semacam ini sudah saatnya menjadi
perhatian besar bagi pemerintah daerah setempat. Memberikan

kekuatan dan strategi pangan yang berbasis local wisdom. Hal inidapat
diimplementasikan melalui pemberian bantuan bagi kelompok =%

masyarakat yang terdampak Covid-19 secara signifikan dengan
membeli hasil pertanian masyarakat sendiri. Dengan begitu, sirkulasi
perekonomian masyarakat akan tetap terjaga. Sehingga, para petani

tetap memproduksi pangan dengan harga sesuai daya beli masyarakat
dan tidak menimbulkan kerugian bagi para petani. Jika upaya tersebut
dapat dijalankan maka konsep tentang kedaulatan pangan bagi

masyarakat akan terwujud.
o

T

Hasil Hutan yang Sudah Siap Kirim Harus Terkendala PSBB
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Dampak kegiatan terhadap peningkatan ekonomi kelompok
dampingan

Kegiatan-kegitan yang telah dilakukan PPLH Mangkubumi
adalah dengan mendorong bagaimana kepemilikan terhadap satu
asset sumbrdaya alam (hutan) bisa menghasilkan keuntungan ganda
kepada kelompok. Kelompok memiliki akses yang aman pada lahan
(melalui izin IPHPS) sebagai natural capital, memiliki financial capital
melalui kepemilikan asset KBM dan Handtraktor serta usaha bisnis
kelompok memalui asset tersebut. Meskipun belum terlalu lama
bantuan tersebut tetapi dari serangkaian kegiatan serta bantuan
tersebut menjadi sustainable livelihoods pada kelompok dampingan.

Bantuan Bibit Sengon

Penerima bibit sengon pada KTH Agro Makmur Besole adalah
sebanyak 80 orang dengan jumlah keseluruhan bibit sengon adalah
8.000 pohon. Bibit sengon ini pada tanah pegunungan di panen jangka
waktu 6 tahun (=72 bulan) dan menghasilkan kayu sengon sebanyak
4.000m3. Untuk harga jual kayu sengon dipasaran kisaran adalah
Rp.800.000,-/m3. Jadi harga jual panen keseluruhan selama 6 tahun
nanti adalah Rp. 3.200.000.000,-. Hasil selama 6 tahun tersebut kalau
dibagi dalam bulan maka akan muncul Rp. 44.000.000,-. Berarti
hitungan keuntungan yang didapatkan adalah
dikurangi modal Rp. 28.000.000: 72 bulan= Rp. 389.000. Berarti
per/bulan ada keuntungan (laba-modal)= 44.000.000-389.000= Rp.
43.961.000 adalah laba seluruh penerima sengon. Jadi kalau penerima
ada 80 orang, berarti ada penngkatan penghasilan dari kegiatan tanam
sengon sebanyak Rp. 43.961.000: 80 orang = 550.000/orang/bulan.

Handtractor

Selama ini masyarakat di 3 desa dampingan dalam kegiatan
pertanian palawija khususnya jagung, mereka membuat lubang
“coklakan” sebagai media biji jagung. Biaya pembuatan lubang
coklakan ini adalah Rp.50,-/coklak. Menurut Pak Sugianto, ketua KTH
Wonodadi Lestari, 1 hektar lahan untuk palawija mereka membutuhkan
14kg biji benih jagung, dengan tiap lobang coklak berisi 2 biji jagung.
Tiap 1 kg benih jagung sendiri berisi 4000biji jagung. Berarti berarti
dalam 1 hektar mereka membutuhkan lubang coklak: 14x4000:2=
28.000lubang coklak/hektar. Biaya yang harus mereka keluarkan
adalah: Rn.50 x 28.000lubana= Rp. 1.400.000 biava per/hektar.

Modal Awal Handtractor
Pendapatan sewa — (ganti oli + kerusakan + penyusutan nilai alat)
25.000.000
14,000.000 — 50.000 + 200.000 + 1.250.000

BEP =

= 2 Bulan

Rp. 44.000.000 |

Sedangkan kalau pengolahan lahan tersebut menggunakan
traktor, biaya sewa handtractor per/hektar Rp 700.000 tetapi mereka
membutuhkan pekerja tambahan untuk gejik per/hektar sebesar Rp
200.000. Jadi dengan menggunakan handtractor ini total biaya yang
harusdikeluarkan adalah Rp.900.000, sedangkan bila dikerjakan
dengan coklak'an mereka harus keluar biaya Rp 1.400.000. Sehingga
ada keuntungan Rp. 500.000/hektarnya jika petani mengolah lahannya
dengan menggunakan handtractor.

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, diharapakan kegiatan-
kegiatan tersebut bisa membantu bagi meringankan beban petani pada
kelompok dampingan. Pengurangan biaya produksi pertanian mereka,
dengan adanya bantuan-bantuan ini bisa mereka alihkan pada
pemenuhan biaya lainnya, misalnya untuk biaya pendidikan anak-anak
mereka ataupun mereka alihkan untuk kebutuhan biaya lainnya.
Dengan menegement pengelolaan usaha yang baik oleh kelompok,
mereka akan mendapatkan penambahan income serta tetap bisa
survive dengan pekerjaan petani hutan di tengah kondisi wabah Covid-
19 yang menyebabkan keterpurukan banyak sektor ekonomi.

e

Perkembangan Tanaman Alpukat di Perhutanan Sosial Besole
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Suasana salah satu supermarket yang kehabisan stok pangan saat Virus Corona melanda

e

Sumber: www.tribunnews.com

PEMDA TULUNGAGUNG DIMINTA SEGERA SIAPKAN STRATEGI
HADAPI ANCAMAN KRISIS PANGAN DI TENGAH PANDEMI CoVID-19

Muhammad lchwan [Direktur PPLH Mangkubumi]

Ditengah kondisi krisis kesehatan akibat pandemik virius corona yang melanda berbagai belahan dunia termasuk
Indonesia, memaksa hampir semua manusia mengurangi kegiatan di luar rumahnya, dan menimbulkan berbagai
dampak sosial, ekonomi dan tentunya pangan. Isu kedaulatan dan ketahanan pangan di tengah wabah virus corona

Ketergantungan Indonesia akan impor kebutuhan pokok yang
masih besar menjadi lampu kuning di tengah merebaknya wabah
Covid-19. Agar terhindar dari krisis pangan tersebut, pemerintah pusat
hingga daerah harus menyiapkan skenario jangka pendek, menengah
dan panjang. Selain itu, perlu juga pemetaan (mapping) kasus — kasus
pangan di wilayah krusial.

Kabupaten Tulungagung sebagai zona merah wabah Covid-19 di
Provinsi Jawa Timur, dimana data terbaru (30/05/2020) menunjukkan
jumlah ODP: 1.207 (terpantau: 575, selesai: 626, meninggal: 6) PDP:
593 (dirawat: 64, selesai: 354, meninggal: 175) sedangkan confirmasi
Covid-19: 64 (sembuh: 18, dirawat: 45 dan meninggal: 1) dimana
jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah. Kondisi ini telah
akan menyebabkan bukan hanya pada sector kesehatan yang
tergoncang, tetapi hampir semua sektor sosial dan ekonomi
terdampak. Pemerintah Daerah Tulungagung telah melakukan
refocusing anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (ODP)
maupun anggaran yang kegiatan yang tidak terlaksana yang kemudian
dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 411 milyar.
Dana refocusing ini rencanya akan digunakan untuk penanganan
kesehatan, jaring pengamanan sosial dan penanganan dampak
ekonomi. Sayangnya dana Rp 411 milyar dari refocusing anggaran
Pemerintah Tulungagung tersebut tidak pernah di publikasi secara
terperinci.

Sektor pertanian adalah yang sangat luput dari refocusing
anggaran ini. Padahal sector pertanian adalah pasokan pangan
masyarakat, dimana benteng dari pemenuhan kebutuhan yang paling
dasar masyarkat sangat tergantung pada sector ini. Saat ini para petani
memang bisa memenuhi kebutuhannya sesaat karena baru musim
panen. Tetapi sampai kapan mereka akan mampu bertahan. Kini harga
jual dari hasil pertanian anjlok terpuruk, dimana hal ini tidak terlepas
dari terganggunya jalur distribusi barang hasil pertanian ke luar
Tulunggaung sebagai akibat dari adanya kebijakan pembatasan
mobilitas orang dan barang antar wilayah. Selain itu sebaiknya juga
penting untuk dilihat paska pendemi yang waktunya masih sulit
diprediksi ini, apkah mereka para petani masih bisa bertahan? PPLH
Mangkubumi memandang penguatan kedaulatan pangan dengan
memperkuat potensi persawahan dan kawasan hutan sebagai sumber
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ini menjadi tema penting dalam berbagai diskusi webinar.

pangan, berupa beras, jagung, sayur-sayuran, umbi-umbian dan
kebutuhan pokok pangan lainnya wajib dilakukan untuk mengantisipasi
kekurangan pangan dan ketimpangan ekonomi dalam kebijakan sosial
dan physical distancing selama pandemi Covid-19 ataupun untuk
kelangsungan ekonomi mandiri

Menyiapkan ketahanan pangan masyarakat Tulungagung pada
dasarnya adalah adanya ketersediaan pangan bagi masyarakat serta
kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Ketahanaan pangan
merupakan ukuran kepentingan ketersedian pangan masyarakat yang
di supplay oleh para petani. Terjadinya gangguan atau kondisi tertentu
terhadap ketersediaan pangan saat pandemi ini dan paska pandemi
nanti, perlu untuk menjadi perhatian dari semua pihak. Yang menjadi
focus dalam upaya ketahanan pangan di Tulungagung ini diantaranya
adalah:

a. Pemanfaatan lahan pertanian di Tulungagung, dimana kita tahu
bahwa wilayah pertanian di Tulungagung mempunyai 2 tipe, yaitu
pertanian lahan basah (dengan irigasi:sawah) dan pertanian non-
sawah (lahan kering dan pertanian kawasan hutan)

b. Menekan biaya produksi pertanian, dengan memberikan subsidi
pertanian di Tulungagung serta memberikan bantuan alat — lat
mesin pertanian dan pendukungnya

c. Memangkas rantai panjang distribusi pertanian, dengan lebih
mendekatkan petani dengan pembeli secara langsung

d. Terbukanya pasar yang menampung hasil pertanian dengan
melakukan gerakan menkonsumsi pangan dari pertanian daerah
sendiri.

Sektor pertanian adalah pilihan yang banyak menjadi tumpuan
hidup masyarakat Tulungagung, dimana hampir 80% penduduk
Tulungagung menggantungkan hidupnya dari sector ini. Tidak dapat
dipungkiri dengan adanya wabah Covid-19 yang terjadi, mereka kini
sangat terpengaruh terutama dengan adanya penurunan harga produk
pertanian. Misal contoh, saat ini petani di wilayah Tulungagung selatan
sedang panen raya jagung, dimana harga jagung kering mereka kini
hanya dibeli dengan harga Rp. 3.000- Rp. 3.200/kg, sedangkan tahun
lalu saja mereka bisa menjual dengan harga Rp. 3.500- Rp. 4.000/kg.
Rendahnya harga jual tersebut tentu sangat memberatkan petani,
karena disisi lain biaya produksi yang harus keluarkan sangatlah besar.
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4. Memberikan bantuan peralatan sarana produksi pertanian
diantaranya adalah handstraktor, alat pemipil jagung serta sarana
produksi pertanian lainnya guna mempercepat produksi
pertanian serta membantu meringankan beban biaya produksi
yang ditanggung petani

5. Pemda Tulungagung segera menjembatani produksi pangan
warga di kampung / desa ke konsumen di kota utk mendukung
produksi pangan oleh warga desa/kampung dan memenuhi
kebutuhan pangan warga konsumen di Kota agar tak sepenuhnya
menggantungkan diri pada pangan asupan dariluar/impor

6. Mendorong lumbung-lumbung pangan mandiri di setiap kampung
/ desa juga ditingkat RT / RW agar tersedia pangan yg cukup dan
ketahanan pangan dilevel terkecil masyarakat menghadapi
pandemi yg tidak bisa diketahui secara pasti waktu berakhirnya ini

7. Membangun satu sistem pemasaran terpadu e-commerce
pertanian di Tulungagung guna memutus rantai panjang alur
distribusi

8. Menciptakan pasar bagi petani di kalangan aparatur pegawai
pemerintah dengan mewajibkan ASN membeli produk petani

Pembuatan Kebun Bibit Masyarakat KTH Wonododadi Lestari

Desa Tenggarejo Tulungagung lokal

9. Meminta agar Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Berdasarkan pada hal tersebut maka, Pusat Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk menonaktifkan sementara fungsi
Lingkuangn Hidup (PPLH) Mangkubumi Tulungagung menyatakan legislasinya di tengah Pandemi Covid-19 dan lebih fokus
sikap terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk mengawal
sebagai berikut: pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
1. Menuntut adanya transparansi refocusing anggaran Pemerintah Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Kabupaten Tulunggaung sebesar Rp. 500 milliar lebih, dengan Penanganan Pandemi Virus Disease (Covid-19)
melakukan sosialisi pada publik mengenai peruntukannya. Demikian pernyataan sikap PPLH Mangkubumi Tulungagung ,

2. Adanya alokasi dana refocusing anggaran Pemerintah sebagai bentuk partisipasi public dalam mengawal proses
Kabupaten Tulungagung untuk kegiatan sektor pertanian, pengambilan kebijakan serta proses pembangunan di Kabupaten
sebagai sektor terdampak Covid-19 di Tulungagung Tulungagung. Semoga Allah SWT melindungi bangsa kita dan seluruh

3. Mendorong percepatan implementasi Perhutanan Sosial di tumpah darah Indonesia dari segala macam wabah, balak, dan
Tulungagung, khususnya pada wilayah hutan Tulungagung pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan semua orang dapat
pesisir selatan demi terciptanya kedaulatan pangan di beraktivitas sebagaimana mestinya. Amiin.

Tulungagung

Galeri Mangkubumi

Bantuan Handtractor ke KTH Sanggar Bersatu ‘ Bantuan Peralatan Pembibitan' KTH Agro 'Makmur Lestari
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